
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR 72 TAHUN

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.IA

SATUAN POI ISI PAMONG PRA*IA DAN PEMADAM KEBAIi!{II.AN
KABUPATEN PURWORF^IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF-"IO,

Menimbang ia.

b.

batrwa unhrk melaksanakan ketenhran Pasal 7
Perattrran Dagratr Ihbupaten h.rnvorejo Nomor t4
Tatrun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten hrnvorejo
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Ikbupaten Rrrworejo Nomor 1 Tahun 2OL7 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
hrrworejo Nomor L4 Tatrun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeratr
I(abupaten Rrrworejo, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Rrrworejo Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas dan F"trngsi
serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten hrrworejo;

bahwa dengan berlakunya Perahrran Menteri
Pendayagunaan Aparahrr dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2O2l tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparahrr dan
Reformasi Birolrrasi Nomor 25 Tahun 2O2L tentang
Penyederhanaan Stmktrrr Organisasi pada Instansi
Pemerintah Unhrk Penyederhanaan Birokrasi, mat(a
Perattrran Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti
dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang banr;

I

t d I'
5 6r 7 il x fr

ll
, fr

13

fl.

d
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


Mengingat

c bahwa berdasarkan pertimbangan
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan I\rgas dan Fungsi serta Tata
Keda Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Purworejo.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun l95O Nomor 42);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

telah diubah beberapa kali, teral*rir
denganUndang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja Negara Republik
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagsiman6 telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor lg7,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri
Reformasi Birokrasi

Jabatan

2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri

Reformasi Birokrasi

Pendayagunaan Aparatur dan
Nomor 17 Tahun 2O2L |entang
Administrasi ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Pendayagunaan Aparatur dan
Nomor 25 Tahun 2O2l tentang

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah Untuk Birokrasi @erita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 546);
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan
Peranglat Daerah Kabupa.ten Purworejo
Daerah Daerah Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan kmbaran Daerah Daerah Purworejo
Nomor l4l sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Daerah Purrorejo Nomor I Tahun
2O17 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2O16

dan Susunan
tentang
Daerah

Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2OL7 Nomor 1, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER.'A SATUAN POLISI PAMONG PRA"IA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PURWORE.'O.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah
2. Pemerintahan Daerah adalah Urusan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Pemerin talran Daerah yarlLg Urusan
Pemerin tahan yang menjadi Daerah otonom.4. Bupati adalah Bupati Purworejo.

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
selanjutnya disingkat Satpol PP Damkar, adalah Satuan
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Punrorejo.6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran , Yang
selanju tnya disebut Kepala Satpol PP Damkar, adalah Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satpol pp Damkar.

yang
Polisi
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8. Sekretaris Satpol PP Damkar yang selanjutnya disebut Sekretaris,
adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Daerah Purworejo.

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satpol PP Damkar.
10. Kepaka Seksi adalah Kepala Seksi pada Satpol PP Damkar.
ll.Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Satpol PP

Damkar
12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur
dalam peraturan penrndang-undangan tentang organisasi dan tata
kerja instansi.

13. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit
ke{a pada Satpol PP Damkar yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

14. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala
UPT adalah kepala unit kerl'a pada pada Satpol PP Damkar yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan
teknis tertentu.

15. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawal
instansi

16. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

lT.Pejabat F\rngsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

pemerintah dengan pe{anjian kerja yang bekerja pada

BAB II

jawab

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasa1 2

(f) Satpol PP Damkar berkedudukan dibawah dan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

(2) Satpol PP Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol pp Damkar.
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Bagian Kedua
T\rgas

Pasal 3

Satpol PP Damkar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
Urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban
umum, serta perlindungan masyarakat yang meliputi penegakan

daerah, ketertiban umurn,
ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan sarana
prasarana, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 3,
Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban

urnum, serta perlindungan masyarakat yang meliputi
daerah, ketertiban urnum,

ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan sarana
prasarana, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;

b. dan pelaksanaan perencanaan program kerja bidang
ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat
5rang meliputi penegakan peraturan perundang-undangan daerah,

pengembangan
perlindungan masyarakat dan

c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang ketentraman dan
ketertiban umutn, serta perlindungan masyarakat yang meliputi
penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban
umurn, ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan
sarana prasarana,
kebakaran;

masyarakat dan pemadam

d. penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta
masyarakat yang meliputi penegakan peraturan

undangan daerah, keterLiban umurn,
masyarakat, kapasitas dan sarana prasarana,

pemadam kebakaran;perlindungan masyarakat dan

ketertiban umum, ketentraman
kapasitas dan sarana prasarana,
pemadam kebakaran;

masyarakat yang meliputi penegakan peraturan
perundang-undangan daerah ketertiban urnum,

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang ketentraman dan ketertiban umum, se-rta

masyarakat,
perlindungan masyarakat dan

kapasitas dan sarana prasaxana,
pemadam kebakaran;
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f. waftrasi, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum,
serta perlindungan masyarakat yang meliputi penegakan peraturan

daerah, ketertiban umum,
kapasitas dan sarana prasarana,

masyarakat dan pemadam kebakaran;
g. penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP Damkar;dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Satpol PP Damkar, terdiri atas:
a. Kepala Satpol PP Damkar;
b. Sekretariat;
c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
d. Bidang Ketertiban [Jmum, Masyarakat, dan

Kapasitas dan Sarana Prasarana;
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
UPI;dan
Kelompok Jabatan

(2) Ba8an organisasi Satpol PP Damkar sebageispll6 dimaksud pada
ayat (l) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Satuan

Pasal 6

Kepala Satpol PP Damkar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
Satuan Pol PP Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal
4.

e.
f.
c.
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Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Satpol PP Damkar,
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP
Damkar.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (Ll mempunyai
tugas mengoordinasikan penyiapan pemmusan kebijakan teknis dan
menyelenggarakan tugas Bidang secara terpadu, melayani dan
mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi,
pelaporan dan umum serta keuangan dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,
Sekretariat menyelenggaral<an fungsi:
a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebliakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang secara terpadu;c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan 
-umum;

d. pqngggrdiqsian penyelenggarraan peliyanan dan pengendalian
administrasi keuangan dan kepegawaian;dan

e. pelaksanaan !,gas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Satpol PP Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal lO

(1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (l) terdiri atas:
1 luppaelan Perencanaan, Evaluasi, pelaporan, dan Umum;dan
b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.

(2) S-ubbagian, sebagaimana dimaksud pada ayat (l), masing-masine
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yarig txiraaa di ba:wah dai
bertanggung jawab kepada Sekretaris-.

Pasal 11

Subbagian P-erencanaan, Evaluasi, pelaporan, dan Umum mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan -dan 

meraksanakan tetiiiat a',teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di biaangperencanaan, evaluasi, pelaporan, dan umum, yang melipufrkoordinasi, menJrusun pr-ogfam, 
- 

evaluasi, p"f"p,jrurrl ilt:rr,"nu?ung,an -letat3g9ahaal, rumah- tangga da;
p:11,:"_gk"pT. di lingkungan--S"tpo! pp Damkar serta pelaksanlLn tugas
keclrnasan lain yang diberikan oleh sekretaris seiuai dengan tu[asjabatannya.

7

{ u' I 4

I
5 6

*
7

fr + T
I

4 L s

{
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


Pasal 12

Subbagian Keuangan dan mempunyai tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan

administrasi di bidang keuangan dan
yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan,
akuntansi, kepegawaian, aministrasi
organisasi dan tatalaksana di Satpol PP Damkar serta

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 13

(1) Penegakan Peraturan Daerah
berkedudukan di barrah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Satpol PP Damkar.

(2) Bidang Penegakan Peraturan Pertrndang-Undangan Daerah
dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Penegakan Peraturan Daerah
gi dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) mempunyai tugas

perumusan kebiiakan teknis, membina, melaksanakan,
dan bidang penegakan Peraturan
Daerah, yang meliputi pembinaan, pengawasan dan
penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 15

Dalam
Bidang

serta.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Penegakan Peraturan Daerah

menyelenggaral<an fungsi:
a. penlnapan perumusan kebljakan

dan
pengawasan dan pen5nrluhan;

b. penyiapan perumusan teknis, pembinaan,
dan pengendalian dibidang penyelidikan dan

;dan
c. hrgas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Satpol PP Damkar sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

(1) Susunan Bidang Penegakan Peraturan
undangan Daerah se
huruf c, terdiri atas :

teknis,
di bidang

E
4 6
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a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;dan
b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepa1a Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 17

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis,

serta melakukan pembinaan di bidang pembinaan, pengawasan dan
yang meliputi:

a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

b. menginventarisasi peraturan
(Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);

c. menjrusun pedoman/petunjuk teknis analisis

daerah

potensi
pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati);

d. melaksanakan analisis potensi pelanggaran
peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati);

e. melaksanakan pembinaan dan dalam rangla
pel,aksanaan peratur€rn perundang-undangan daerah (Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati), bersama dengan Instansi/
Perangkat Daerah terkait;

f. melaksanalan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-
undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);

to dan di lapangan dalam
rangka peraturan undangan Daerah
(Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);

h. menangani proses penyelesaian pelanggaran peraturan
undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);

i. melaksanakan penyimpanan dan/atau penghapusan dan/atau
barang hasil operasi;

j. melaksanakan koordinasi dengan instansi/Perangkat Daerah
terkait dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas;

k. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
lapangan guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifrkasi
dan alternatif pemecahan masaliah;

l. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan
tahunan) pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengawasan dan

bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang

di

, pengawasan dan penyuluhan
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n. saran dan batran pertimbangan kepada Kepalia
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di
bidang pembinaan, pengawasan dan

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
pembinaan, pengawasErn dan penyuluhan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Penegakan Peraturan
dengan tugas dan fungsi.

undangan Daerah sesuai

Seksi

Pasal 18

dan Penyidikan mempunyai tugas
bahan perumusan dan melaksana-kan kebijakan teknis, serta
melakukan pembinaan di bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap
pelangga-ran peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah
dan Peratuan Bupati), yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan
penrndang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peratuan
Bupati);

b. menyusun pedoman/petunjuk teknis penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan
Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);

c. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap
pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati);

d. melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan
Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);

koordinasi dengan Instansi/Perangkat Daerahe.
terkait dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas;

f. melakukan Bimbingan Teknis dalam upaya peningkatan kapasitas
Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

g. pemenuhan administrasi dan fasilitasi sarana prasarana sekretariat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil beserta anggota Penyidik Pegawai
Negeri Sipil;

h, melaksanakan analisis dan evaluasi tugas
dan penuntutan guna mengetahui tingkat

keberhasilan disertai identifrkasi dan altematif
masalah;

i. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan
tahunan) melaksanakan tugas bidang penyelidikan, penyidikan dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

J.

k.

bahan dan melaksanakan koordinasi di
dan penyidikan;

bidang

saran dan bahan kepada Kepala
Bidang Penegakan Peraturan

f
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l. melaksanakan evaluasi dan peLaporan pelaksanaan tugas di bidang
penyelidikan dan penyidikan;dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai
dengan tugas dal fungsi.

Bagran Kelima
Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Pengembangan

Kapasitas Dan Sarana Prasarana

Pasal 19

(1) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat,
Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.

(2) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat,
Pengembangan l(apasitas dan Sarana Prasarana dipimpin oleh
Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Ketertiban lJmum, Ketentraman Masyarakat, Pengembangan
Kapasitas dan Sarana Prasarana sebagaimsn6 dimaksud dalam Pasal
19 ayat (l) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebiiakan teknis,
membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang ketertiban
umum, ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan
sarana prasarana yang meliputi operasi dan pembinaan,
pengembangan kapa.sitas dan sarana prasarana.

Pasal 2l

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20,
Bidang ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat,
Kapasitas dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

m,

a. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, pembinaan,
melaksanakan, dan di bidang operasi dan

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis,
dan di bidang Pembinaan,

Kapasitas dan Sarana Prasarana;
perumusan kebiiakan teknis pembinaan Unit pelaksanac.

Satpol PP Damkar di
d tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala

Satpol PP Damkar sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Pasal22

(1) Susunan Organisasi Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana
selqgaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. Seksi Operasi dan Pengendalian;dan
b. Seksi Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dan Sarana

Prasarana.

(2) Seksi dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudul<an dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum,
Ketentraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana
Prasarana.

perumusan dan melaksanakan kebiiakan teknis, serta melakukan
pembinaan di bidang operasi dan yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

operasi dan pengendalian;
b. menyusun pedoman/petunjuk teknis melaksanakan operasi dan

Pasal 23

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas

c.
d.

bahan

ketertiban umum dandalam upaya
masyarakat;
aset-aset Pemerintah Daerah;
acara dinas dan lokasi kunjungan dinas Bupati dan

Wakil Bupati;
e. mengafirankan lokasi kunjungan kerja dan tamu Pemerintah

Daerah;
f. mengamankan lokasi penyelenggaraan upacara tingkat Kabupaten;
g. pengawalan terhadap Bupati, Wakil Bupati dan tamu Pemerintah

Daerah;
h. menangani mengamankan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
i. melaksanakan operasi dilapangan dalam upaya

ketertiban umum dan ketentraman masyaralat;
J. patroli lapangan dalam upaya

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

m. melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi di
Lapangan, guna tingkat keberhasilan disertai
identifrkasi dan altematif pemecahan masalah;

n. menJrusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan
tahuna:r) pelaksanaan tugas bidang operasi dan

t2

k. menyiapkan ba-han perumusan kebiliakan teknis pembinaan Unit
Pelaksana Satpol PP Damkar di Kecamatan;

l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
Instansi/ Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung
keberhasiLan melaksanakan tugas;

I
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o, menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang operasi
dan pengendalian;

p. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Ketertiban lJmum, Ketenteraman Masyarakat,
Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana di bidang operasi
dan pengendalian;

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
operasi dan pengendalian;dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepalar.
Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat,
Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana sesuai dengan
tugas dan fungsi,

Pasa724

Seksi Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
kebliakan teknis, serta melakukan di bidang
pengembangan kapasitas dan sarana prasarana angggota Satpol PP
Damkar yang meliputi:
a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan program keda di bidang

pengembangan kapasitas dan sarana prasarana angggota Satpol PP
Damkar;

b. menyusun pedoman/
pengembangan kapasitas angggota Satpol PP Damkar;

c. melaksanakan analisis dan evaluasi peLaksanaan tugas di bidang
penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan sarana prasarana
angggota Satpol PP Damkar;

d. menyusun dan melaksanakan analisis serta evaluasi kebutuhan
pengembangan kapasitas dan perlengkapan sarana prasarana
angggota Satpol PP Damkar;

e. menJrusun rencana kurikulum, silabi dan metode teknis
pengembangan kapasitas angggota Satpol PP Damkar;

dan/atau peserta pelatihan
kapasitas angggota Satpol PP Damkar;

g. kesamaptaan bagi anggota Satpol PP Damkar;
h. melaksanakan upaya-upaya penumbuhan potensi, peningkatan dan

pemeliharaan semangat, motivasi dan jiwa korsa anggota Satpol PP
Damkar;

i. membentuk unit-unit teknis Satpol PP Damkar sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan;

teknis

f.

J. pengelolaan, dan
sErrana dan prhsarana melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran;

k. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/ Daerah dalam
rangka penyelenggaraan dan/atau pengiriman peserta pelatihan
dasar b"g anggota Satpol PP Damkar;
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l. men5rusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan
tahunan) pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengembangan
kapasitas dan sarana prasarana;

m. bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;

n. menyampaikan saran dan bahan kepada Kepala
Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat,

Kapasitas dan Sarana Prasarana di bidang
kapasitas dan sarana prasarana;

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
pembinaan, pengembangEm kapasitas dan sarana prasarana;dan

p. melaksana.lcan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat,
Pengembangan Kapasitas da:r Sarana Prasarana sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Pemadam Kebakaran

(1)

Pasal 25

Masyarakat dan

(2) Bidang Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang

Pasal 26

Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebljakan teknis, membina,
dan bidang masyarakat dan
kebakaran, yang meliputi perlindungan masyarakat, bina potensi
masyarakat dan pemadam kebakaran.

berkedudukan di bawah dan bertanggung
Satpol PP Damkar.

Pemadam Kebakaran
jawab kepada Kepala

Pasal27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26,
Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelatihan, pembinaan,

b.
pengendalian, di bidang perlindungan masyarakat;

perumusan kebijakan teknis pelatihan,
pengendalian di bidang pemadam kebakaran;

perumusan kebiiakan teknis pelatihan, pembinaan,
di bidang bina potensi masyarakat;
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d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepa.la
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Masyarakat dan
Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud daLam Pasal 5 ayat (1)
huruf e, terdiri atas Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Pengawas sebagaimsn4 dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
b. Seksi Pemadam Kebakaran.

(3) Jabatan Pengawas 5slqgairnan4 dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

(4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Subkoordinator Bina Potensi Masyarakat.

(5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangrrya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 29

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tuga.s menyiapkan bahan
perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta meLakukan
pembinaan di bidang satuan perlindungan masyarakat, yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

satuan perlindungan masyarakat;
b. melaksanakan inventarisasi data jumlah anggota satuan

perlindungan masyarakat (tingkat l(abupaten, Kecamatan,
Kelurahan dan Desa);

c. analisis jumlah kebutuhan dan pendampingan dalam pereknrtan
anggota satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten,
Kecamatan, Kelurahan dan Desa);

d. membentuk unit-unit teknis satuan perlindungan masyarakat
(tingkat l(abupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa) sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan;

e. melaksanakan pembinaan rutin dan berkala terhadap anggota unit-
unit teknis satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten,
Kecamatan, Kelurahan dan Desa);
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f. melaksanakan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan
Masyarakat dalam mendukung terciptanya ketertiban umum,
ketenteraman masyaral<at, penanganan bencana serta upaya
ketahanan negara;

g. mengoordinasikan unit-unit teknis satuan perlindungan
masyarakat (tingkat Kabupa.ten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa)
guna membantu mewujudkan ketertiban urnum dan ketenteraman
masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan/ atau konflik
sosial;

h. melaksanakan koordinasi dengan unit-unit teknis satuan
perlindungan masyarakat (tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa)
serta Instansi/ Perangkat Daerah terkait, dalam rangka
melaksanakan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat;

i. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/ Perangkat Daerah
terkait dalam upaya mendukung keberhasilan melaksanakan tugas;

j. melaksanakan analisis dan evaluasi melaksanakan tugas bidang
perlindungan masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan
disertai identilikasi dan alternatif pemecahan masalah;

k. melaksanakan analisa kebutuhan kelengkapan sarana dan
prasarana operasional anggota perlindungan masyarakat;

l. menyusun pedoman/ petunjuk teknis dan prosedur penggunaan
perlengkapan sarana dan prasarana operasional anggota
perlindungan masyarakat;

m. menJrusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan
tahunan) melaksanakan tugas bidang Perlindungan Masyarakat;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
perlindungan masyarakat;

o. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran di
bidang perlindungan masyarakat;

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di
bidang perlindungan masyarakat;dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Pasal 3O

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan
pertrmusan dan melaksanakan kebliakan teknis, serta melakukan
pembinaan dibidang pemadaman kebakaran yang meliputi
pencegahan, pengendalian, penanggulangan bahaya kebakaran,
operasional, penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan
kebijakan teknis, di bidang pemadam kebakaran, yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencana kegiatan di bidang pemadam

kebakaran;
b. menyusun rlencana kurikulum, silabi dan metode teknis pelatihan

teknis fungsional pemadam kebakaran;
l6
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c. menJrusun dan penyiapan kebiiakan teknis, rencana kinerja, dan
penetapan kinerja, sarana prasarana di bidang pemadam
kebakaran;

d. meLaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan
kebakaran;

e. melaksanakan analisis kebutuhan perlengkapan/ sarana dan
prasarana pelatihan teloris fungsional pemadam kebakaran;

f. melaksanakan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan
bahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan
berlantai satu dan bertingkat;

g. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya
penanggulangan bidang pemadam kebakaran;

i. melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
j. melaksanakan pengawasan dan monitoring pencegahan dan

penanggulangan bahaya kebakaran;
k. menyiapkan bahan pengendalian dan melaksanakan norrna,

standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem operasional
pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;

l. melaksanakan penyiapan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap
sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

m. melaksanakan penataan, inspeksi, pengaturan penyimpanan dan
peralatan proteksi kebakaran;

n. melaksanakan inves :gasi kejadian kebakaran;
o. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/ Perangkat Daerah

terkait dalam upaya mendukung keberhasilan melaksanakan tugas;
p. melaksanakan analisis dan evaluasi melaksanakan tugas bidang

pemadam kebakaran guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai
identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;

q. men5rusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan
tahunan) melaksanakan tugas bidang pemadam kebakaran;

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
pemadam kebakaran;

s. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran di
bidang pemadam kebakaran;

t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di
bidang pemadam kebakaran;dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Pasal 31

Subkoordinator Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis,
serta melakukan pembinaan di bidang bina potensi masyarakat, yang
meliputi:
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a. menJrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang
bina potensi masyarakat;

b. menyusun rencana kurikulum, siLabi dan metode teknis pelatihan
teknis fungsional perlindungan masyarakat;

c. melaksanakan analisa kebutuhan perlengkapan/ sarana dan
prasaiana pelatihan teknis fungsional perlindungan masyarakat;

d. melaksanakan analisis potensi maqrarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan masyarakat;

e. melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam upaya pengelolaan
potensi serta peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat
dalam penyelenggaraan perlindungan masyaral(at;

f. menyelenggarakan dan mengirim peserta pelatihan teknis
fungsional anggota perlindungan masyarakat;

g. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/ Perangkat Daerah
terkait dalam upaya mendukung keberhasilan melaksanakan tugas;

h. melaksanakan analisis dan evaluasi melaksanakan tugas bidang
bina potensi masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan
disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;

i. men5rusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan
tahunan) melaksanakan tugas bidang bina potensi masyarakat;j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang bina
potensi masyaralrat;

k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran di
bidang bina potensi rrasyaral<at;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di
bidang bina potensi masyarakat;dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai
dengan tuga.s jabatannya.

Bagian Ketujuh
UPT

Pasal 32

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas
teknis penunjang tertentu di lingkungan Satpoln PP Damkar dapat
dibentuk UPT Satpol PP Damkar.

(2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang
berada dibaurah dan bertanggungiawab kepada Kepala Satpol PP
Damkar.

Pasal 33

Pembentukan, organisasi dan serta tata kerja UPT Satpol PP Damkar
sebagaimana dimaksud ddam pasal 32 ayat (f) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
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(1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional pada Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo.

Bagran Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

(2) Pejabat fungsional dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan jawab secara langsung

Pejabat Administrator,kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,

(3) Kedudukan Pejabat dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja

atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

dilaksanakan sesuai keten

(4) Jenis dan jenjang Jabatsn

tuan peraturan perundang-undangan.

Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat sebegaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan
undangan.

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai
dengan Jabatan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KER.IA

Pasal 36

Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi,
Kepala SubbaSran, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional
dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-

dan kebijat<an yang ditetqpkan oleh

Pasa1 37

Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi,
Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan KelompokJabatan
Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan Pm:rP-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang
tugas masing-masing.
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Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Subkoordinator,
Kepala UPI dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal nraupun
horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam
lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas

Pasal 39

(1) Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi,
Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala UPI pada Satpol PP
Damkar bertanggung jawab dalam memimpin,
dan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi,
Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat waktu.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satpol PP Damkar,
Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagran,

Subkoordinator dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan

diiadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi,
Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan
Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasl 42

(1) Satpol PP Damkar wajib menyu.sun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja.

(2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berLaku, pejabat yang diangkat di
lingkup Satpol PP Damkar berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 83 Tahun 2O16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, I\rgas
dan FUngsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong @ia dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Punrrorejo, tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 83 Tahun 2O16 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satpol PP Damkar
Kabupaten Purworejo wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
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Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengrrndangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Punrorejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 2l Septenbe:. 2C?1

I B PURWORE.IO I

( sEKRErARIt rff UPATEN PUR\rroRE.ro,

8 AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Pur:rrorejo
pada tanggal : 2l Septeaber 2O21

f sam RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN2O21 NOMOR 72 SERI D NOMOR 19
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BAGAT ORGAITISASI
SATUAI| FOLIBI PAUOITG PRA'A DAIT PWADAU IIEBAIIARAI{
I(ABUPATEtr{ PURWORF^'O

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR 72 TAI{UN 2021

TEMANG
KEDI.'DUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FI'NGSI SERTA TATA KEzuA SATUAN
POUSI PAMONG PRA..IA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PURWORE.IO

BUPATI PURWORE.IO'

I

KEPAI,A
SAf,POL PP DAMKAR

SEKRETARIATKEIOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
KEUANGAN DAN
KEPEGA1IIAIAN

SUBBAGIAN
PERENCANAAN,

EVALUASI, PEI,APORAN
DAN UMUM

BIDANG
PEruNDIJNGAN

MASIYARAXAT DAN
PEMADAM KEBAI{ARAN

BIDANG
PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

BIDANO
I(ETERTIBAN I'MUM,

I{STENTERAMAN MASYARAKAT,
PENGEMBANGAN KAPASIIAS DAN

SEKSI
PERUNDUNGAN

MASYARAKAT

SEKSI
OPERASI DAN

PENGENDALIAN

SEKSII
PEMBINAAN,

PENGAWASAN DAN

SEKSI
PENYEUDIKAN DAN

PENYIDI(AN

SEKSI
PEMADAM

KEBAKARAN

SEKSI
PEMBINAAN,

PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAN

SARPRAS

KEI,MPOK JABATAN
FT'NGSIONAL

UPT
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